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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Perkembangan terorisme tingkat global telah mendorong berkembannya pula pergerakan 
paham radikal di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. paham tersebut mengancam 
kedaulatan Indonesia khususnya empat konsensus bangsa yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan 
Bhineka Tunggal Ika. kriteria pemahaman radikal di Indonesia menurut BNPT disandarkan pada 
hal hal yang berkenaan dengan menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama, 
mengkafirkan orang lain(takfiri) dan memaknai jihad secara terbatas (Ghifari, 2017). Amerika 
serikat mengidentifikasi beberapa jaringan islam radikal di Indonesia seperti JI(Jamaah Islamiyah), 
JAT (Jamaah Ansharot tauhid, dan Mujahidin Indoensia Timur (MIT) yang berbaiat kepada ISIS 
(MUTHOHIRIN, 2015) meskipun paham-paham tersebut bersifat transnasional namun 
pergerakannya tidak terbatas oleh negara atau wilayah karena penananaman paham tersebut 
dilakukan dari berbagai aspek yang teroganisir dan sistematik terlebih di era globalisasi ini, dimana 
penyampaian informasi telah bertranformasi menjadi bentuk visual yang dapat dengan mudah 
disebarkan melalui jaringan. media sosial sangat memberikan andil besar dalam menyebarluaskan 
paham radikal, menjadi media propaganda untuk melakukan intoleran, sebagai ajang rekrutment, 
pelatihan,Pendidikan,pembinaan jejaring anggota guna menebar aksi terror (Ghifari, 2017) alasan 
penggunaan internet dalam menyebarkan propaganda adalah propaganda radikal dapat di sebarkan 
kepada seluruh komunitas di dunia tanpa dibatasi oleh waktu dan area geografi, internet membantu 
mereka untuk berkoordinasi menyerang secara online, dana dapat dihimpun dari organisasi atau 
individu di seluruh dunia, komunikasi dan interaksi bisa dilakukan 24 jam (Nurdin, 2016). selain 
penggunaan teknologi propaganda radikal juga dilakukan secara tradisional melalui buku atau 
 
 
bahan ajar yang berdasarkan penelitian Wahyudi terdapat beberapa topik yang dijadikan afirmasi 
radikal dalam buku ajar, antara lain: memerangi dan membunuh siapa saja yang melakukan 
kemusyrikan,Bid’ah,takhayul,taqlid dan tawasul. membuka aktifitas ijtihad secara umum kepada 
komunitas islam, dan wacana kemunduran umat islam (Wahyudi, 2017). namun perlu diketahui 
bahwa radikalisme merupakan fenomena historis semua agama,bukan fenomena islam semata 
(Rozi, 2017). 
Paham radikal adalah permulaan munculnya aksi terorisme , di Indonesia sendiri paham-
paham tersebut telah menyebabkan beberapa aksi terror yang menewaskan ratusan orang. seperti, 
Bom dikediaman duta besar filipina untuk Indonesia di Jakarta yang menewaskan 2 orang pada 
bulan agustus tahun 2000, Bom menewaskan 15 orang di basement Bursa Efek (BE) Jakarta, pada 
bulan September 2000, Bom yang menewaskan sekitar 202 orang di salah satu diskotik di Bali  
pada tahun 2002, Bom yang menewaskan 12 orang dan mencederai sekitar 150 orang di hotel JW 
mariot, Jakarta pada agustus 2003, Bom dipasar malam aceh menewaskan 10 orang desember 
2003. berdasarkan aksi terror diatas maka perlu adanya pengawasan dan perlawanan serta kontra-
propaganda terhadap propaganda ideologi radikal yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah 
terjadinya kembali aksi terror yang mengancam keamanan negara dan bangsa baik dari segi 
kelembagaan maupun dari strategi. untuk menciptakan keamanan dan ketahan negara dari aksi 
terror tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU no 23 tahun 2002 tentang tindak pidana 
terorisme dan melalui kementrian polhukam dibentuklah Desk koordinasi pemberantasan 
terorisme (DKPT) yang kemudian menjadi cikal bakal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibentuk berdasarkan Peraturan 
Presiden No 46 Tahun 2010. Badan ini merupakan badan non kementrian yang melaksanakan 
tugas penanggulangan terorisme. Pada awalnya pelaksanaan badan ini dikoordinasikan oleh 
 
 
menkopulhukam, namun melalui Perpres 12 Tahun 2012 mengatur bahwa BNPT berada setingkat 
dengan kementrian. Tugas dan fungsi BNPT adalah berkoordinasi dengan kementrian. 
. Dalam meng-counter paham radikal BNPT melakukan strategi kontra radikalisasi yang 
diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 tentang penindakan tindak pidana terorisme perubahan atas 
UU No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2002 
tentang pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang, diturunkan kedalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan 
Perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasayarakatan.   
mengamanatkan program pencegahan dan penanggulangan terorisme kepada badan terkait yang 
bertanggung jawab atas penangulangan terorisme di Indonesia yaitu badan nasional 
penanggulangan terorisme (BNPT) PP tesebut menyebutkan bahwa dalam rangka menanggulangi 
terorisme ada beberapa program diantaranya adalah kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Kontra 
radikalisasi adalah program yang dirancang untuk mencegah ideologi yang berkembang, 
berdasarkan UU no 5 tahun 2018 Kontra radikalisasi merupakan “ suatu proses yang terencana, 
terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok 
orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan 
penyebaran paham radikal terorisme.” Adapun strategi yang dilakukan dalam kontra radikalisasi 
tersebut diantaranya adalah  
1. Pengawasan dan kontra propaganda,  
2. Kewaspadaan,  
3. Perlindungan,   
Dalam merealisasikan kontra radikalisasi, berdasarkan PP No 77 Tahun 2019 ada dua 
metode yang dapat digunakan, yakni metode Online dan metode offline (Bambang Wiji Asmoro, 
 
 
2019). melalui metode online BNPT membentuk pusat media damai untuk mengkonstruksi 
gagasan melawan propaganda di media massa sedangkan metode offline dilaksanakan melalui 
beberapa kegiatan seperti seminar,workshop,diskusi dan lain-lain. kedua metode tersebut 
dilakukan dengan dua strategi yakni: 
a. Esksternal, strategi eksternal adalah strategi yang dilakukan oleh BNPT melalui koordinasi 
dengan Lembaga,stakeholder, kementrian lain diluar BNPT dalam  rangka pencegahan 
ideologi radikal. 
b. Internal, dalam strategi internal sendiri BNPT membentuk pusat media damai dimana 
media tersebut dijadikan alat untuk kontra-narasi radikal dalam berbagai bentuk seperti 
halnya, video, meme, poster,artikel dan lain sebagainya.  
Strategi tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan soft approaches (pendakatan 
halus) seperti menangkal propaganda dengan kontra narasi yang dibuat atau narasi yang 
membalikan informasi yang bersifat fake melalui pelurusan informasi yang sebenarnya.   dan hard 
approaches (pendekatan keras)  seperti pemblokiran website yang terindikasi radikal.  
Namun, dengan skema program metode ,strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh 
BNPT, paham radikal masih berkembang dikalangan masyarakat Indonesia dilihat dari beberapa 
aspek. 
Pertama, berdasarkan pemaparan yang diperoleh dari Brigjen Ibnu Kepala Densus 88 
masih marak propaganda yang dilakukan oleh kaum radikalis di sosial media, Densus menemukan 
ada sekitar 26 akun facebook penyebar konten radikal dan terorisme, 32 website tata cara 
pembuatan Bom,  16 daftar akun twitter teroris, 108 situs-situs islam radikal yang membuat 
postingan berbau sara, anti cina, anti NKRI, dan anti pemerintah yang dapat di unduh, 34 web 
 
 
salafy Fan Ustadnya perlu diwaspadai. 225 artikel radikal yang tersebar dan dapat di unduh oleh 
masayarakat. kitab Muqarrah Fi Tauhid yang dijadikan landasan pergerakan setiap kaum radikal 
dan telah beberapa kali menjadi bukti sebagai alat kajian teroris masih dapat dicari di google dan 
mudah di akses oleh umum. berdasarkan APJII pengguna internet di indonesia mencapai 171,17 
juta jiwa dari total populasi 264,16 juta jiwa yang berarti bahwa 64,8% orang Indonesia 
menggunakan internet dalam kesehariannya, pengguna tertinggi mencapai 91% adalah umur 15-
19 tahun dengan rata-rata waktu yang dibtuhkan dalam menggunakan internet terlama sekitar 3-4 
jam. artinya konten-konten radikal tersebut rentan bagi remaja berusia 15-19, berdasarkan temuan 
Densus 88 beberapa kasus aksi terror oleh anak yang dipengaruhi sosial media diantaranya kasus 
bom bunuh diri Surabaya, bom di malporestabes, dan bom di gereja oikumene samarinda dengan 
rentang usia 9-18 tahun. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Sosial media rentan bagi remaja sehingga konten yang 
ada perlu dinetralisir dengan pemahaman yang benar dan lurus. berdasarkan laporan dengar 
pendapat antara komisi III dan BNPT, BNPT mengakui bahwa telah melakukan program duta 
damai untuk mengajak anak muda kontra-radikalisme, selain itu ada lomba video yang konteksnya 
adalah mengajak utuk menghindari paham radikalisme, namun hasil dari kedua program tersebut 
dapat dikatakan belum optimal dimana  berdasarkan temuan lapangan video damai yang dibuat 
oleh duta damai memiliki hanya puluhan sampai ratusan subscriber dalam channel youtube yang 
dijadikan instrument sosialisasi, data tersebut sebagai berikut: 
 
 
Table 1.1  Data Subscriber Dan Viewer Duta Damai Di Sosial Media ( 09/10/2019) 
 
 
No  Region Subcribers  Viewers video terbanyak 
1. Duta damai Yogyakarta  32 127 
2. Duta Damai Sumut  45 61 
3. Duta damai sumbar  112 398 
4. Duta damai semarang 12 93 
5. Duta damai provinsi banten  76 390 
6. Duta damai Banjarmasin  2 121 
(data diolah penulis) 
Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa sebenarnya program duta damai yang 
sasarannya adalah kaum muda belum efektif karena tidak bersifat hollistik, artinya dari jumlah 264 
juta jiwa penduduk Indonesia hanya ratusan bahkan puluhan yang teredukasi oleh program 
tersebut jika dibandingkan dengan video lain yang berkonteks radikal yang di upload oleh akun 
dakwah medsos dan munjiat channel, viewernya mencapai raturan ribu dan jutaan. Dalaam hal ini 
.BNPT belum mampu menciptakan program kontra-radikalisasi  dalam bentuk kontra propaganda 
yang efektif di Indonesia untuk menurunkan tingkat pemikiran radikal dikalangan pelajar/ generasi 
muda yang akan menjadi cikal bakal radikal dimasa depan. program kontra propaganda tersebut 
bahkan secara subtansi hanya sebagai seremoni belaka dimana diadakannya tidak setiap waktu, 
padahal dalam me-counter paham radical, seharusnya bersifat continuity. fakta-fakta tersebut jelas 
menunjukan bahwa metode online yang digunakan dengan strategi internal dan soft approaches 
belum optimal dilakukan oleh BNPT dalam mencounter pemahaman radikal. 
fakta-fakta tersebut mengindikasikan bahwa implementasi metode online belum optimal 
dilakukan, hal ini dibuktikan dengan beberapa penemuan peneliti mengenai website damailah 
indonesiaku yang tidak dapat diakses selama bulan oktober-november, kurangnya minat 
masayarakat terhadap konten yang disebarkan oleh BNPT dilihat dari followers, viewers dan 
subscriber, dan kurangnya komitmen dari sumberdaya duta damai yang bertanggung jawab 80% 
menyebarkan propaganda secara online.  
 
 
Kedua, masih maraknya pemahaman radikal di perguruan tinggi dan kalangan Pegawai 
Negri Sipil, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute di beberapa instansi 
Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia yang menunjukan ada sekitar 10 kampus yang terpapar 
radikalisme keagamaan yaitu: Universitas Indonesia, UIN Syarief Hidayatullah, ITB, UIN 
Bandung, IPB, UGM, UNY, Unbraw, Universitas Airlangga, Universitas Mataram. Namun 
sayangnya tidak ada tindak lanjut dari BNPT sendiri terhadap fakta tersebut, bahkan di UIN 
Bandung yang masuk kedalam daftar universitas kerentanan radikalisme dari 2010-2019 hanya 
ada 3 kegiatan dari BNPT yakni yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu sosialisasi terorisme 
PTKAI se-jawabarat  , kerjasama UIN Bandung  dan BNPT dan seminar membedah radikallisme 
di Indonesia tahun 2011 dengan hanya melalui seminar terbuka dan pemaparan beberapa jam 
tentang paham radikalisme. Hasilnya pada bulan juli 2019 Setara Instute mengadakan penelitian 
di UIN bandung kembali, ternyata UIN Bandung adalah kampus yang konserpative dan 
terfundamentalis, berrati  hal ini membuktikan bahwa BNPT tidak dapat mengimplemenetasikan 
kontra radikalisme di perguruan tinggi dan paham intoleran tersbut akan  terus berkembang. 
sedangkan dikalangan PNS, Densus 88 menemukan ada sekitar 21 PNS yang terindikasi yang 
berasal dari beberapa instansi lingkungan kementrian.  
Fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa pengimplementasian metode offline pun belum 
dilakukan secara optimal, dalam observasi awal peneliti menemukan ada kekurangan fasilitas yang 
dimiliki oleh FKPT sebagai kepanjangan tangan BNPT di daerah, hal ini tentunya dapat 
mempengaruhi kinerja dari BNPT di 34 provinsi. Penelitian yang berkaitan dengan program kontra 
propaganda telah dilakukan oleh Wiji pada tahun 2018 namun penelitian tersebut hanya 
memaparkan kejelasan serta tujuan dari program kontra-propaganda BNPT. sampai hari ini belum 
ada penelitian terkait sejauhmana program tersebut di implementasikan oleh BNPT.  
 
 
Dengan adanya temuan fakta bahwa website BNPT tidak dapat diakses, minat masyarakat 
rendah terhadap konten yang disebarkan, kurangnya komitmen dari sumberdaya manusia duta 
damai, dan kurangnya fasilitas FKPT yang memadai di daerah maka Peneliti tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi program kontra-radikalisasi di Indonesia oleh BNPT 
dengan judul penelitian “Implementasi kebijakan kontra-radikalisasi oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme di Indonesia “ 
B. Identifikasi Masalah  
1. Mengapa Website BNPT sebagai instrument Kontra Propaganda tidak dapat di akses oleh 
masyarakat selama lebih dari 2 bulan 
2. Mengapa Minat masayarakat rendah terhadap konten yang diciptakan oleh BNPT pada 
metode online  
3. Mengapa kurangnya komitmen dari Sumber Daya Manusia Duta Damai yang bertanggung 
jawab menyebarkan perdamaian di realitas virtual  
4. Mengapa Fasilitas FKPT di daerah belum memadai  
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan paparan masalah  diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan kontra-radikalisasi oleh BNPT di Indonesia 
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi program Kontra 
Radikalisasi metode Online oleh Badan Nasional penanggulangan Terorisme   
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi program Kontra 
Radikalisasi metode Offline oleh Badan Nasional penanggulangan Terorisme   
 
 
D.  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan Rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui implementasi program kontra-radikalisasi yang diamanatkan oleh PP Nomor 77 
Tahun 2019 kepada Lembaga Terkait BNPT. 
E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan menjadi salah satu 
bahan acuan, adapun manfaatnya sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
untuk menerapkan teori implementasi kebijakan kontra-radikalisasi  Dengan adanya 
penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan bidang studi 
kebijakan publik khususnya yang berorientasi pada kebijakan kontra radikalisasi. 
2. Kegunaan praktis 
a. Bagi penulis 
Penelitian ini dijadikan sebagai tugas akhir yang menjadi syarat diterimanya gelar sarjana, 
selain daripada itu, lewat penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang telah 
dipelajari selama di bangku kuliah kedalam permasalahan empiris sehingga mampu 
memberikan manfaat bagi penulis dalam segi wawasan dan berpikir 
b. Bagi pemerintah 
Penelitian yang mengandung penerapan teori implementasi kebijakan ini diharapkan 
mampu menjadi salah satu bahan acuan serta masukan yang digunakan oleh pemerintah/ 
Lembaga terkait yang dalam hal ini BNPT yang berkaita dengan kontra-radikalisasi untuk 
membuat salah satu kebijakan khusunya yang berkaitan dengan penanggulangan 
 
 
Terorisme dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi yang pada umumnya dilakukan 
5 tahun sekali. 
c. Bagi masyarakat  
Hasil Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai masukan BNPT sehingga penanganan 
radikalisme dapat lebih efektif untuk mencounter paham radikal di masyarakat. 
F. Kerangka Pemikiran 
Admistrasi Publik adalah displin ilmu yang berkaitan dengan seluruh aktivitas yang 
dilakukan oleh eksekutif, legislative dan yudikatif. kajiannya berkaitan dengan seluruh realitas 
yang ada dalam organisasi publik. Dalam ilmu ketatanegaraan, yang menjadi salah satu kajian 
dalam adminstrasi Publik dasar negara Indonesia adalah UUD 1945. Berdasarkan pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 tujuan negara Indonesia adalah melindungi setiap bangsa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, Termasuk dari paham radikalisme yang berkembang baik transnasional 
maupun nasional di Indonesia yang mengancam empat konsensus bangsa yakni 
Pancasila,UUD’45, Bhineka Tunggal ika, dan NKRI. Dalam rangka melindungi keamanan dan 
ketahan negara dari paham radikalisme tentunya pemerintah mengeluarkan kebijakan publik yang 
tertuang dalam UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana Terorisme. Kebijakan publik tersebut 
bersifat mandat kepada badan terkait penanggulangan terorisme di Indonesia. isi kebijakan 
tersebut adalah dalam rangka mengantisispasi perkembangan radikalisme harus diadakan program 
kontra-radikalisasi oleh BNPT selaku badan penanggulangan Teroris demi tercapainya keamanan 
dan ketahanan negara. kajian kebijakan publik mencakup beberapa hal salah satu yang paling 
esensial adalah implementasi kebijakan, Tentunya kebijakan kontra-radikalisasi menurut 
M.Grindle dapat diimplementasikan dengan baik jika melihat pada kedua aspek yakni :  
 
 
1. Content of policy atau konten dari kebijakan yang dapat dilihat dari (a) Kepentingan yang 
mempengaruhinya, (b) tipe kebermanfaatannya, (c) tempat dimana suatu keputusan 
diambil, (d) kualitas seorang implementator program dan (e) kombinasi yang baik antara 
sumberdaya. 
2. Context of policy atau konteks kebijakan dapat dilihat dari (a) kekuatan dan strategi yang 
digunakan oleh aktor yang terlibat (b) lingkungan dimana suatu kebijakan 
















Konsep Implementasi Kebijakan  
1. Content of policy 
2. Context of policy 
Menurut Merilee S.Grindle  (1980:5 ) 
Adminsitrasi Publlik 
memaparkan implementasi program kontra radikalisasi 
khususnya kontra propaganda di Indonesia  




Pengimplementasian kebijakan dapat dikatakan baik jika kebijakan tersebut memiliki 2 hal 
yakni.pertama, konten kebijakan yang baik dan tepat dapat dilihat dari Kepentingan yang 
mempengaruhinya, tipe kebermanfaatannya, tempat dimana suatu keputusan diambil, kualitas 
seorang implementator program dan kombinasi yang baik antara sumberdaya. kedua, konteks 
kebijakan yang dapat dilihat dari kekuatan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat 
lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan, kepatuhan dan respon dari para 
pelaksananya.  
 
